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Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kepala Daerah merancang Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang
berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang
ditetapkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah pasal 83-86 dan PP No 56
Tahun 2005 pasal 34. Sedangkan PPAS diatur dalam
Permendagri No 13/2006 pasal 87-88 dan PP No 58/2005
pasal 35




Teknik Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan Menter1 Dalam Negeri
setiap tahun.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang
terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah
yang disertal proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai
dengan asumsi yang mendasarinya.




Kegiatan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kepala Daerah dalam menyusun rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dibantu oleh TAPD yang dipimpin
oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah
disusun/disampaikan oleh sekretaris daerah selaku
koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala
daerah paling lambat awal bulan Juni. Rancangan KUA
disampaikan kepada Kepala Daerah kepada DPRD paling
lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun
anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD
Bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang
telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling
lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan
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Teknik Penyusunan Draft KUA

1. Memahami visi pemda untuk untuk 1 tahun kedepan di
dalam RKPD

2. Memahami kondisi saat in1 (Menilai kondisi saat in1 dan
memahami kondisi perekonomian daerah saat ini, serta
memahami visi pemda 1 tahun ke depan dalam RKPD)

3. Menentukan Kebijakan Umum Anggaran yang berupa
program-program  prioritas dan  program-program
pendukung




Teknik Penyusunan PPAS

Kepala Daerah Menyusun rancangan PPAS berdasarkan
RKPD, pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan
Menter1 dalam Negeri setiap tahun dan KUA tahun terkait
yang telah disepakati Bersama legislative dan eksekutif

RancanganPPAS memuat program prioritas dan patokan
batas maksimum anggaran yang diberikan kepada OPD

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA OPD.

Asumsi yang mendasari yaitutarget pencapaian kinerja
yang terukur dan stabilitas dalam proyeksi pendapatan
daerah, alokasi belanja dan pembiayaan
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Kegiatan Pembahasan PPAS

Pemda menyusun PPAS berdasarkan KUA yang telah disepakati

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: (a). Menntukan skala prioritas untuk
urusan wajib dan urusan pilihan (b) Menentukan urutan program untuk masing-
masing urusan (c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Pembahasan dilakukan oleh TAPD Bersama panitia anggaran DPRD

Menyepakati rancangan PPAS menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli
tahun anggaran berjalan

KUA dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota
kesepakatan yang ditandatangani Bersama antara kepala daerah dengan
pimpinan DPRD

Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang menandatangani nota kesepakatan

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan
KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang
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Teknik Penyusunan Draft PPAS

Berdasarkan KUA, daftar program-program prioritas dapat dihasilkan

Berdasarkan daftar program prioritas dab program pendukung kebutuhan
keuangan untuk pelaksanaan program tersebut dapat mulai dihitung

Menggunakan Kertas Kerja PPAS untuk menghitung kebutuhan keuangan suatu
program atau kegiatan




Kebijakan Umum Serta PPAS Dalam APBD Perubahan

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA

Kepala Daerah menformulasikan hal-hal yang mengakibatkan
terjadinya perubahan APBD ke dalam Rancangan Kebijakan Umum
APBD Perubahan serta PPAS APBD Perubahan

Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS
APBD Perubahan disajikan secara lengkap

Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS APBD
Perubahan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
Agustus dalam tahun anggaran berjalan




Kebijakan Umum Serta PPAS Dalam APBD Perubahan

5. Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS APBD setelah
dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD Perubahan
serta PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) APBD Perubahan paling lambat
minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan

6. Dalam hal persetuyjuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Perubahan diperkirakan pada akhir bulan September tahun
anggaran berjalan, agar dihindar1i adanya penganggaran kegiatan
pembangunan fisik di dalam Raperda tentang APBD Perubahan

7. Kebijakan Umum serta PPA APBD Perubahan yang telah disepakati
masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani
Bersama antara Kepala daerah dengan pimpinan DPRD
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Di bawah ini merupakan contoh kertas kerja PPAS Kabupaten ABC.

Unssan Jumlab
Wayb / Taget Tahune
No| Piran - :““ Mama K egatan - Ker s t.m -
Priortas / (Kuaritasf) B Modal Jumish
ukung
1 2 3 4 S & 7 ] < W=T+8+9 1
1 | Wed |Pregram | Kegetan |Kecamatan[5l0 pesorts 45,000 000 |85 000.000 [100. 000 000 |150.000.000
Pricritas | Wais  |Pembangunan A adik dan 5
Belgar Gedurg oding
Penddikan| Sekolah SMP
Dasar
Semditan
Tatun
Piafon Anggaran Sementara 100.000 000 | 150.000.000

& BUSIy,




.12

Prioritas prog: dan plafc ee; di pk b wbel di
bawah ini:
Plafon Anggaran
No. Program Sasaran Target Sasaran
1 | Penanggulangan gkay 1 ga miskin [t B 21.332.140.000,-
iskinan (21) el yang 2. Badan
easkin kot - P
dasar
mencapas 90%
2. Keluarga miskin
yang
mendapatkan
ekonomi
mencapa 50%

Plafon Anggaran|
Program Sasaran Target Sasaran SKPD Samandin
27. Kec. Sawahan
28. Kec Wiyung
[28. Kec Tandes
130. Kec. Asamrowo
1. Kec
Sukomanunggal
32 Kec Benowo
33 Kec. Lakarsantd
34_Kec Sambkerep
35. Kec. Pakal
136. Kec. Bulak
1. Rata-rata 1. Bactan Pengelolaan | 4 099,580,000,
Kuzlitas paayanan anggang wakiu Tanzh dan
¥ ijnan secara 9
Perijnan (4) mudah, cepat. porgnan <7 kan |2 Bappeko
dekat dan 3. Badan
balk |2 16 Pe
dalam hal biaya yang menerapkar|  Lingkungan Hidup
maupun sistem pelayanan 4. Dinas Tata Kota
dan prosedurmys pergnan dan Pemukiman
S Dinas
Pesdagangan,
perincustrian den
Penanaman Modal
1. 1. Angka keluusan | Badan Arsp dan 145.516.100.000.-
Pendidikan (29) pencapaian SPM SDMI mencapal | Perpustataan
99.28% Dinas Pencidikan
Dinas Tata Kota dan
2. Angka kelulusan | Pemukiman
SMPMTs Bagian Perengapan
mencapal

99 85%
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Anggaran
No. | Program Sasanan Target Sasaran PO t:
Mo, Program Sasaan Target Sasaran NP A —
B Anga wiusan S
08.227% HMAMTY
Iancapa
mAr
B Maninghatkan
e imhan e 4 Komgetens guni .
AT g BOM oo m
BMAG M MA
v mencapen
: i LARLY
SNPMTS
12 Angen
00.73%
SMAEMNMA Ranar B0
. Kompetens guiu
70013 106,20
mencapal
12 Avges
Portapnn
T B Awrjurnn P
o BMPAMTS
k)i ol
- WA
1 Angha medak e
il ol
- [
BMABMIKMA
0 Anghs Partivpus
Musmvi SOMI e
HenGapal
o 11 Juminh SDAN
i BT
Megun yang
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No. Program Sasaran Target Sasaran SKPD infon dimiomcan
ra [Rp.)
membebaskan
SPP den Uang
Pangkal
ssbanyak 613
sekolah
4 |Penanganan Meningkatnya 1. Angka | Badan Py rd 246,280 000 -
Bdang derajat bayl par-1000 Masyarakat tan
dan Keiuarga ! hidep | Keluasga Berancana
Barencana (31) meancapai < 10 | Dinas Kesehatan
per-1000 Dinas Tata Kota dan
2. Angka kematan | Pemukiman
bu melahirkan RS dr Soewandhie
per-100.000
persalinan hidup
mencapai < 125
per-100.000
3. Baita dengan
status gizi buruk
mancapai < 1%
4 Anghka kematan
kasar mancapal
F——t— - s - 038% - — e
§ | Penanggulangan | Meningkatnya Penyandang 1. Dinas Sosial 115,078,790.000 -
N lah Sosial | pelayanan bag 2. Kec. Genteng
(20) panyandang keseahleraan Sosal| 3. Kec, Simokerio
masalah yang ertangani 4. Kac, Tegaisan
kesajghteraan mencapal 8.24% 5. Kac, Bubutan
sosial (PMKS) 6. Kac. Kangeran
7. Kec. Pabean
Cantan
8. Kec. Semampie
9. Kac, Kremtangan
10, Kec. Tambaksan
11. Kec. Gubeng
12. Kec. Rungkut

Target Sasaran

SKPD

Plafon Anggaran
Se Rp.)

Peningkatan
Kiaitas
Kehdupan dan
Poran
Parempuan sera
kesejahiorasan
dan Peringungan
Anak {34)

1. Menurunnya

tindak kekerasan
erhadap
perempuan dan
anak

2. Meningkatnys
pesan pesempuan)

1. Jumish
penanganan
tindak kekerassn
torhadap
perempuan &
anak sebanyok 34
kasus

2. Jumiah organisasi
petempuan yang

288 B

13, Kec
Gurunganyar
14, Kec. Tonggiis
Mejoyo
5. Kec. Sukollo
16. Kec Mulyoreio
17 Kec Wonokromo
18. Kec. Karang
Piang
16, Kec Dukuh Pakis
20. Kec. Gayungan
21. Kec Jambangan
22 Kec Wonocoio
23 Kec Sawahan
24, Kec Wiyung
25, Kec Tandes
26, Kec. Asemrowo
27. Kec.
Sukomanunggal
Kec. Berowo
Kec Lakarsanin
Kec. Sambikerep
Kec. Pakal
_Kec Bulak

33 Dinas Sosial

34 Kec. Genleng

35.Kec. Smokeno

36 Koc. Tegatsan

37 Kec. Bubutan

38 Kec. Kanjoran

39.Kec. Pabean
Canfiian

40.Kec. Semampir

41 Kec Krembangan

42 Kec T i

©.951.450,000,-
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FT.1s

R R

FosasR T e -

T arget Sasaran

EB7 ures

[

Csarat {(11)

Mernngicatyya PAD
ATy ey e TG e
A rmy I3y =S

T FPeningastan PAD
meccaisae 18 _30%.

T8 IO2Z2 S50 000 -
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TERIMAK ASIH
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